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Abstrak 
 

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model narrative review, 
mencakup artikel Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di 
Kabupaten Bengkalis serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya. Pemilu merupakan sarana penting dalam pelaksanaan demokrasi, dan 
partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Dalam hal ini, KPU 
berperan sebagai lembaga penyelenggara yang berkewajiban melaksanakan sosialisasi 
dan pendidikan politik guna mendorong partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten 
Bengkalis telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan 
tatap muka. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan jangkauan sosialisasi, 
kendala teknis dalam pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya kesadaran sebagian 
masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Kesimpulannya, peran KPU 
sangat penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Upaya peningkatan 
partisipasi pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh agar 
penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara demokratis dan inklusif. 
Kata kunci: KPU, Partisipasi, Peran 
 

Abstract 
This study aims to identify the role of the General Elections Commission (KPU) in 
increasing voter participation during the 2024 General Election in Bengkalis Regency and 
to explore the obstacles encountered in its implementation. Elections are a vital 
instrument of democracy, and public participation is a key indicator of their success. In 
this context, the KPU acts as the organizing body responsible for conducting outreach 
and political education to encourage voter engagement. The research employs a 
descriptive qualitative method, with data collected through interviews, documentation, 
and literature review. The findings indicate that KPU Bengkalis has made various efforts 
to conduct voter outreach through social media and in-person activities. However, 
challenges remain, such as limited reach of information dissemination, technical issues in 
updating the voter list, and low public awareness regarding the importance of voting. In 
conclusion, the role of KPU is crucial in fostering political awareness among citizens. 
Efforts to improve voter participation must be continuous and comprehensive to ensure 
that elections are conducted in a democratic and inclusive manner 
Key words: KPU, Partisipation, Role 
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PENDAHULUAN 

Mengacu pada salah satu misi KPU yaitu “Meningkatkan kesadaran politik rakyat 
untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia 
yang demokratis”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu 
bentuk strategi peran yang dijalankan oleh KPU adalah mendorong tumbuhnya kesadaran 
politik di kalangan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan 
terencana dari KPU untuk mengimplementasikan pola komunikasi yang efektif kepada 
masyarakat, guna membangun kesadaran politik yang kuat sebagai fondasi bagi 
terwujudnya proses demokratisasi yang berkualitas di Indonesia.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran strategis dalam mendorong 
peningkatan partisipasi pemilih, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, KPU juga memanfaatkan berbagai platform 
media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai sarana 
penyebaran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, kapan saja dan di 
mana saja. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam 
pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara sistematis 
membentuk struktur kelembagaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dikenal 
sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD memiliki peran yang sangat 
strategis dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu, dimulai dari tahap perencanaan 
yang mencakup penyusunan jadwal dan anggaran, penyusunan program kerja yang 
relevan dan berorientasi pada peningkatan partisipasi pemilih, pelaksanaan sosialisasi dan 
pendidikan pemilih, hingga pada tahap pelaksanaan teknis seperti pemungutan dan 
penghitungan suara. Selain itu, KPUD juga bertanggung jawab dalam memastikan setiap 
proses berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta pemilu yang 
jujur, adil, dan berintegritas.  

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga penyelenggara pemilu 
di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003, serta memperoleh kewenangan khusus berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan diprovinsi dan kota. 
Dalam menjalankan fungsinya, KPUD memiliki tanggung jawab untuk merancang 
pelaksanaan pemilihan, menetapkan prosedur pelaksanaan sesuai tahapan yang telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi, 
penyelenggaraan, dan pengendalian atas seluruh tahapan pemilihan. Selain 
mneyelenggarakan tahapan pemilu, KPU memiliki peran yang sangat  penting dalam 
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

Proses penetapan DPT ini merupakan bagian integral dari peneyelenggaraan pemilu 
yang demokratis dan adil, karena DPT menentukan siapa saja yang berhak menggunakan 
hak pilihnya. Oleh karena itu, peran KPU dalam memastikan akurasi dan validitas DPT 
sangatlah kursial untuk menjaga integritas seluruh proses pemilu. Berikut adalah beberapa 
peran yang dimiliki KPU dalam penetapan DPT :  

1. Menentukan calon pemilih : KPU bertindak sebagai otoritas utama dalam 

menentukan siapa saja yang layak menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. 

Ini termasuk verifikasi identitas dan status warganegara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk memilih.  

2. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): diawali dengan tahapan pengumpulan data 

pemilih potensial, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan 
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penetapan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan 

Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh data kependudukan yang memuat 

informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal 

lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili. 

3. Penggunaan sistem SIDILAH : Komisi pemilihan umum memanfaatkan Sistem 

Informasi Daftar Pemilih Elektronik (SIDILAH) untuk memudahkan proses 

pemutakhiran daftar pemilih. SIDILAH berperan dalam sinktonisasi dan analisis data 

kependudukan perkembangan penyususnan DPS, DPSHP, dan DPT, serta 

mendorong transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.  

4. Koordinasi dengan Elemen Lokal : KPU bekerja sama dengan elemen–elemen local, 

seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas 

pemutakhiran data pemilih, untuk memastikan bahwa daftar pemilih adalah akurat 

dan lengkap.  

5. Penetapan wilayah pemilih : KPU menetapkan daerah pemilihan bagi setiap individu 

dalam menentukan hak suaranya. Lengkah ini diambil untuk memastikan efesiensi 

dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.  

6. Penggunaan Coklit : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan 

pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai bagian dari upaya validasi data pemilih.  

Proses ini bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua rukun tetangga (RT), rukun warga 
(RW), atau sebutan lainnya, serta mencatat pemilih tambahan yang memenuhi syarat. 
Kegiatan Coklit dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi pemilih untuk 
memastikan keakuratan dan keabsahan data yang tercantum.  

Berdasarkan data yang terdokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan programprogram sosialisasi 
dan pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU belum sepenuhnya tersebar secara 
merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Bengkalis. Ketimpangan distribusi informasi ini 
berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam tingkat pemahaman dan partisipasi 
masyarakat terhadap proses pemilu, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau yang 
memiliki akses informasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan strategis 
dari KPU Kabupaten Bengkalis dalam memperluas jangkauan program-program tersebut. 
Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan jaringan kelembagaan di tingkat kecamatan dan 
desa, optimalisasi pemanfaatan media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan dalam penyebarluasan informasi. Mardijono (2008) 
mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam sutau 
kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.  

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, patisipasi 
pemilih, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemilu, yang dijabarkan sebagai 
keterlibatan perorangan atau kelompok dalam tahapan penyelengggaraan pemilu. 
Pemilihan umum merupakan sarana bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana 
partisipasi masyarakat menjadi unsur yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, 
keterlibatan aktif masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam 
penyelenggaraan pemilu. Secara umum, keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan 
salah satu cara bagi warga untuk mengawasi proses pemerintahan yang akan terbentuk. 
Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan mempercayakan tanggung jawab 
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kepemimpinan kepada individu yang dianggap mampu dan dapat dipercaya. Partisipasi 
politik juga berfungsi sebagai sarana bagi individu maupun kelompok sosial untuk 
menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat, serta memengaruhi kebijakan 
pemerintah melalui proses politik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa 
masyarakat aktif dan memahami peran mereka dalam urusan negara. Sebaliknya, 
partisipasi yang rendah biasanya mencerminkan kurangnya kepedulian atau minat 
masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan.  

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan oleh para penjaga demokrasi seperti 
partai politik, civil society dan media massa. Namun, pada umumnya dilakukan oleh partai 
politik yang merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sebuah negara 
demokrasi, dan hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya 
partai politik. Dalam demokratisasi, kajian yang ada menekankan bagaimana pengadilan 
mencegah kecurangan pemilu, mencegah kekerasan pemilu, dan berpotensi 
memungkinkan kandidat oposisi untuk membatalkan pemilu yang curang (yvind Stiansen, 
2025). Di negara-negara demokrasi yang mapan, usia dan karakteristik terkait usia semakin 
menjadi pendorong penting bagi sikap dan perilaku politik. Di Inggris, misalnya, 
kesenjangan tingkat dukungan warga negara muda dan tua untuk Partai Buruh dan 
Konservatif telah meningkat di setiap pemilu sejak 2015 (Laura Serra, 2025). Literatur 
tentang gender dan politik menawarkan wawasan berharga tentang dinamika proses 
rekrutmen kandidat. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa partai politik dan para 
pemimpinnya cenderung lebih ragu dalam merekrut kandidat perempuan daripada laki-laki 
(Hikaru Nukui, 2025). Salah satu fungsinya adalah bertanggung jawab atas pendidikan 
politik bagi kadernya maupun masyarakat luas. Tujuan pendidikan politik yang dilakukan 
oleh partai politik menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pertama, 
meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan 
inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, 
meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga 
persatuan nasional Syifa Alkautsar and Suharno (2021).  

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis 
tercatat sebanyak 453.932 orang. Angka ini mencerminkan bahwa potensi pemilih di daerah 
tersebut masihterdapat banyak pemilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu 
terus mendorong dan mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan tidak 
bersikap apatis atau memilih untuk golput. KPU harus melakukan penyuluhan politik dan 
pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan minta partisipasi pemilih menjadi 
faktor yang penting dalam partisipasi politik mereka pada pemilihan selanjutnya. Namun 
perilaku masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam penggunaan hak pilih masih cenderung 
bersifat apatis, masih terdapat 91.497 masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau golput 
dalam pemilu tahun 2024.  

Gambaran yang sedang digambarkan saat ini adalah populasi perkotaan yang semakin 
sekuler, hijau, dan kosmopolitan, sementara populasi pedesaan, sebaliknya, merasa 
‘tertinggal’ dan beralih ke partai populis dan posisi konservatif (Stine Hesstvedt, 2025). Hal 
ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan 
kecendrungan sikap apatis masyarakat yang disebabkan opini bahwa output dari Pemilu 
tidak memberikan peningkatan kesejahtraan hidup masyarakat. Sedangkan faktor eksternal 
adalah banyaknya orang-orang yang menduduki jabatan politik menjadi terpidana kasus 
korupsi, terjerat narkoba, dan tindak pidana lainnya. Kemudian hal-hal yang bersifat 
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eksternal lainnya seperti permasalahan teknis, tidak terdaftar di Daftra Pemilih Tetap (DPT), 
dan tidak mendapatkan form pemberitahuan hari dan tanggal pemungutan suara. Faktor-
faktor tersebut yang menentukan perilaku pemilih untuk memutuskan apakah masyarakat 
memilih untuk berpatisipasi menggunakan hak pilihannya atau memilih untuk tidak 
berpatisipasi. Oleh karena itu, diperlukan peran KPU agar informasi dapat tersebar secara 
merata di berbagai daerah di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian 
dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi 
Pemilih di Kabupaten Bengkalis”. 
 
METODE 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif analisis, yang merupakan upaya untuk mengumpulkan, meneliti, menggambarkan 
serta menelaah secara detail berbagai faktor yang terkait dengan kondisi, situasi, dan 
fenomenan yang diselidiki (Moleong and Lexy,2016). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten 

Bengkalis 

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan hasil penelitian tentang upaya Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 
di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini difokuskan pada tingkat partisipasi pemilih pada 
pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dilakukan dengan 
beberapa responden yang dianggap mampu memberikan wawasan yang dibutuhkan, 
diantaranya Bapak Mukhlasin, S.Sos.,M.I.Kom selaku Komisioner KPU Kabupaten 
Bengkalis Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya 
Manusia, Fatmawati selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilu tahun 2024, 
Alda Atika Madina selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilu tahun  2024, 
Nurul Husna selaku masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi (Golput) pada pemilu tahun 
2024, Julman Afriansyah selaku masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi (Golput) pada 
pemilu tahun 2024, Erza Salsabila selaku masyarakat yang baru pertama kali memilih 
(pemilih pemula) pada tahun 2024.  

Dalam beberapa waktu terakhir, rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran politik 
masyarakat disebabkan oleh sikap apatis masyarakat yang meningkat. Masyarakat 
cenderung lebih memprioritaskan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, berolahraga, atau 
berwisata, yang dirasa memberikan manfaat langsung dan nyata secara individual, 
dibandingkan dengan keterlibatan dalam proses pemilu. Upaya untuk meningkatkan 
partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis memerlukan keterlibatan yang optimal serta 
perumusan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.. KPU Kabupaten/Kota harus 
memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan sosialisasi pemilu, dengan 
memanfaatkan alat komunikasi dan merancang strategi yang dapat meningkatkan 
partisipasi pemilih secara tepat dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pemilu, tingkat 
partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan 
penyelenggaraan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, rendahnya partisipasi 
dapat mengurangi makna dari pemilu itu sendiri. Pada hakikatnya, partisipasi pemilih 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah


Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih 
Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkalis 

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 

E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah Aliefya Maharani , Sri Maulidiah  

 

2576 

Volume 9, Nomor 4, November 2025  

menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi dan mempengaruhi arah pemerintahan 
yang akan terbentuk.  

Semakin tinggi partisipasi menunjukkan tingginya kesadaran dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses demokrasi, sedangkan partisipasi yang rendah  mencerminkan 
kurangnya minat dan pemahaman terhadap pentingnya pemilu Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya, informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 
narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini ditetapkan agar 
narasumber yang terlibat benar-benar sesuai dan mewakili penelitian yang dibahas. 
Narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dalam 
Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 
Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
pengamatan dan interaksi langsung melalui wawancara, sementara itu data sekunder 
diambil dari dokumen yang ada. Sumber data sekunder terutama berasal dari KPU 
Kabupaten Bengkalis serta informasi yang diberikan oleh pemilih di Kabupaten Bengkalis. 
Wawancara merupakan proses dialog antara peneliti dan narasumber untuk menggali 
informasi yang relevan terkait Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan 
Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Wawancara ini memiliki 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah dibuat oleh peneliti 
tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam 
Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan indikator variable diantaranya 
adalah:  
1. Peran Sebagai Strategi  

Peran sebagai strategi merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 
masyarakat (public supports)(Biddle and Thomas, 1996). Dalam menjalankan tugasnya, 
KPU Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih serta penyediaan 
informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pihak untuk terlibat dalam proses pemilu. 
Untuk mendukung peran tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis telah merancang berbagai 
program dan kegiatan, Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan 
media sosial sebagai sarana komunikasi untuk menjangkau pemilih di wilayah Kabupaten 
Bengkalis secara lebih luas dan efektif. Dengan dilakukannya tahapan program-program 
sosialisasi ini, diharapkan KPU Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan angka partisipasi 
pemilih di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan beberapa sub-
indikator yang terkait dengan hal ini sebagai berikut: 

a. Pentingnya Partisipasi Pemilih Dalam Sosialisasi Dalam upaya meningkatkan 

kualitas pemilu yang partisipatif,  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis memandang bahwa 
keterlibatan aktif masyarakat, khususnya sebagai pemilih, memiliki peran yang 
sangat penting dalam mendukung keberhasilan sosialisasi pemilu. Partisipasi pemilih 
tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran pada saat pemungutan suara, tetapi juga 
sebagai bentuk keaktifan dalam menyerap, menyebarkan, dan merespons informasi 
yang berkaitan dengan tahapan serta tujuan pemilu. Partisipasi yang dimaksud 
mencakup keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang 
diselenggarakan oleh KPU, baik secara langsung maupun melalui media informasi. 
Dengan adanya keterlibatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi 
objek sosialisasi, tetapi juga berperan sebagai subjek yang mampu menginternalisasi 
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dan menyebarkan nilai-nilai kepemiluan di lingkungannya. Oleh karena itu, pemilih 
dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung terciptanya pemilu yang 
demokratis, inklusif, dan berintegritas.  

Tidak semua warga memiliki akses atau kesempatan mengikuti kegiatan resmi 
sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, sehingga peran antarwarga dalam 
berbagi informasi menjadi sangat membantu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 
pemilih tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran di tempat pemungutan suara, 
tetapi juga melalui kontribusi aktif dalam menyebarluaskan informasi pemilu di 
lingkup sosial masing-masing. Dengan demikian, peran masyarakat menjadi 
pelengkap sekaligus pendukung bagi strategi sosialisasi yang dijalankan oleh KPU. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis telah 
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung dalam kegiatan tatap 
muka maupun secara tidak langsung melalui penyebaran informasi di media sosial. 
Masyarakat terlihat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga ikut berperan 
menyebarkan informasi kepemiluan kepada lingkungan sekitarnya. Partisipasi ini 
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya keterlibatan 
dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal penyebaran informasi pemilu. Hal ini 
memperlihatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU telah membangun 
kesadaran kolektif di tingkat lokal untuk mendukung suksesnya pemilu yang 
partisipatif. Temuan ini sejalan dengan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan 
Sentosa (2003), yang menyatakan bahwa peran adalah fungsi yang dijalankan 
seseorang atau lembaga dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak 
hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses sosialisasi. 
Mereka membantu memperkuat peran KPU dalam menyebarluaskan informasi, yang 
pada akhirnya mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu.  

b. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi  

Strategi merupakan bagian penting dari peran KPU dalam meningkatkan 
partisipasi pemilih. Melalui strategi yang tepat, KPU Kabupaten Bengkalis dapat 
merancang berbagai langkah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya kelompok yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya. Strategi ini 
mencakup pendekatan langsung maupun tidak langsung, seperti melalui kegiatan 
sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, serta pembentukan relawan 
demokrasi. Dengan strategi tersebut, KPU berupaya membangun kesadaran politik 
dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti 
menyimpulkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 
Bengkalis sudah cukup baik dalam menjangkau masyarakat. KPU menggunakan 
media sosial seperti Instagram dan Facebook, juga spanduk dan baliho yang 
dipasang di tempat umum. Selain itu, informasi pemilu juga dibagikan lewat grup 
WhatsApp warga. Dari pengamatan peneliti, strategi ini sesuai dengan kebiasaan 
masyarakat saat ini yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital 
dan komunikasi antarwarga. Artinya, cara yang digunakan KPU cocok dengan 
kebutuhan dan cara hidup masyarakat sekarang. Hal ini sejalan dengan pendapat 
KPU dan masyarakat yang menyebutkan bahwa strategi ini memudahkan 
masyarakat untuk tahu informasi pemilu. Strategi yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat seperti ini membuat pesan yang disampaikan KPU lebih mudah diterima 
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dan dipahami. Dengan demikian, strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Bengkalis 
terbukti mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 
karena mudah diakses, dekat dengan kehidupan seharihari, dan menjangkau 
berbagai kalangan.  

c. Hambatan Dalam Sosialisasi  

Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis tidak 
terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan di lapangan. Hambatanhambatan ini 
dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, 
kondisi geografis wilayah, tingkat literasi masyarakat, hingga kurangnya minat sebagian 
warga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami 
hambatan yang dihadapi KPU agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan 
efektivitas sosialisasi pada pemilu selanjutnya.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti 
menyimpulkan bahwa hambatan dalam sosialisasi pemilu masih cukup dirasakan oleh 
KPU Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Hambatan tersebut terutama berasal dari 
kondisi geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, keterbatasan waktu 
pada tahapan pemilu, serta rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan 
pemilih muda. Dari pendapat KPU dan masyarakat, terlihat bahwa sosialisasi pemilu 
belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan semua kelompok. Misalnya, anak muda 
merasa informasi yang diberikan kurang menarik atau sulit dipahami, sehingga mereka 
tidak terlalu tertarik untuk ikut. Artinya, strategi sosialisasi yang ada belum sepenuhnya 
cocok dengan cara hidup dan kebiasaan masyarakat saat ini. Hal ini sesuai dengan teori 
peran yang menyebutkan bahwa suatu peran akan berjalan baik jika disesuaikan 
dengan kondisi sosial di sekitarnya. Jika strategi sosialisasi belum pas dengan karakter 
masyarakat, maka peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum bisa 
maksimal. Oleh karena itu, KPU perlu membuat pendekatan yang lebih sederhana, 
menarik, dan mudah dipahami agar pesan pemilu bisa sampai ke semua kalangan 
dengan lebih baik. 

2. Peran Sebagai Alat Komunikasi  

Peran sebagai alat kominikasi adalah peran didayagunakan sebagai instrument atau 
alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan 
(Biddle and Thomas, 1966). Peran sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan pemilihan 
umum sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi serta memfasilitasi 
penyelesaian berbagai masalah yang muncul. 

a. Penggunaan Media Komunikasi  

Media komunikasi merupakan salah satu sarana penting yang digunakan oleh 
KPU dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Melalui media 
komunikasi yang tepat, pesan-pesan tentang tahapan, aturan, serta pentingnya 
pemilu dapat disampaikan secara efektif dan menjangkau berbagai lapisan 
masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan dan pemanfaatan media komunikasi yang 
digunakan oleh KPU menjadi bagian penting dalam menjalankan perannya untuk 
meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis. 

 Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa KPU Kabupaten 
Bengkalis telah memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam menyampaikan 
informasi kepemiluan kepada masyarakat. Beberapa media yang digunakan antara 
lain media sosial seperti Instagram dan Facebook, spanduk dan baliho di tempat 
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umum, siaran radio, serta sosialisasi langsung di sekolah, kampus, dan lingkungan 
masyarakat. Di beberapa wilayah, terutama di pusat kota dan daerah yang mudah 
dijangkau, informasi pemilu cukup terlihat melalui spanduk dan poster yang 
ditempatkan di tempat strategis. Selain itu, akun media sosial KPU aktif membagikan 
konten kepemiluan yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama kalangan muda. 
Namun, peneliti juga menemukan bahwa di beberapa daerah tertentu, khususnya 
yang jauh dari pusat kota atau wilayah kepulauan, kehadiran informasi pemilu tidak 
sekuat di wilayah daratan. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat menerima 
informasi secara merata. Selain itu, meskipun informasi sudah tersedia, tidak semua 
warga merespon atau tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut, terutama jika 
penyampaiannya dianggap kurang menarik atau terlalu umum. Dari hasil observasi 
ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komunikasi oleh KPU Kabupaten 
Bengkalis sudah cukup beragam dan menjangkau banyak kalangan. Namun 
efektivitasnya masih dipengaruhi oleh letak geografis, tingkat literasi digital, serta 
minat masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyampaian 
informasi yang lebih menarik dan tepat 87 sasaran agar pesan pemilu dapat diterima 
dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum aktif 
atau cenderung apatis. 

b. Media Komunikasi Paling Efektif  

Dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat, pemilihan 
media komunikasi yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan sosialisasi. KPU 
Kabupaten Bengkalis memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media 
sosial, media cetak, siaran radio, hingga sosialisasi langsung di lapangan. Namun, tidak 
semua media memberikan dampak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui media komunikasi mana yang dianggap paling efektif oleh masyarakat 
maupun oleh pihak KPU sendiri dalam menjangkau dan membangun kesadaran 
pemilih, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan karakter masyarakat yang 
beragam. 

 KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pendekatan langsung ke kalangan 
pelajar melalui kegiatan sosialisasi di sekolah. Langkah ini dinilai efektif, terutama bagi 
pemilih pemula yang membutuhkan pemahaman dasar tentang pemilu. Sosialisasi yang 
dilakukan secara tatap muka dan edukatif membantu membentuk kesadaran politik 
sejak dini dan mendorong terciptanya pemilih yang aktif, cerdas, serta bertanggung 
jawab dalam menentukan pilihannya. Dalam observasi yang dilakukan peneliti di 
berbagai lokasi di Kabupaten Bengkalis, terlihat bahwa KPU telah berupaya 
memaksimalkan penggunaan media komunikasi dalam menyampaikan informasi 
pemilu. Media sosial menjadi salah satu saluran utama yang digunakan, dengan konten 
yang cukup aktif diunggah pada platform seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, 
keberadaan  spanduk dan baliho di ruang-ruang publik juga menjadi bagian dari strategi 
penyebaran informasi yang mudah terlihat oleh masyarakat. Di sisi lain, peneliti juga 
menemukan adanya kegiatan sosialisasi langsung yang menyasar kalangan pelajar, 
khususnya di sekolah-sekolah menengah atas. Sosialisasi semacam ini terpantau 
cukup efektif dalam memberikan pemahaman dasar tentang kepemiluan kepada pemilih 
pemula, terutama karena dilakukan secara interaktif dan menyentuh aspek edukatif 
yang penting.  

Namun begitu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi 
belum sepenuhnya merata. Beberapa warga di lingkungan tertentu mengaku belum 
pernah mengetahui atau mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. Informasi yang 
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mereka peroleh hanya berasal dari media sosial atau obrolan sesama warga, yang 
sering kali tidak lengkap. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun 
media sosial dan sosialisasi langsung telah dimanfaatkan secara cukup baik oleh KPU, 
efektivitasnya masih bergantung pada jangkauan dan pendekatan yang digunakan. 
Untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh, diperlukan strategi komunikasi yang 
tidak hanya mengandalkan media umum, tetapi juga melibatkan jaringan lokal dan 
komunikasi dari pintu ke pintu, khususnya di daerah yang sulit dijangkau secara digital 
atau geografis.  

 
3. Peran Sebagai Kebijakan Peran sebagai kebijakan merupakan suatu kebijaksanaan 

yang tepat dan baik untuk dilaksanakan (Biddle and Thomas. 1996). Sebagai lemabaga 

yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU Kabupaten 

Bengkalis memiliki sebuah rencana kerja yang mencangkup pengaturan jalnnya proses 

pemilihan umum serta kegiatan internal dan eksternal lainnya yang berada di luar 

kegiatan pokok KPU Kabupaten Bengkalis, sebagai upaya meningkatkan partisipasi 

pemilih. 

a. Program KPU Dalam Mendukung Kegiatan Sosialisasi  

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat 
terhadap pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis telah merancang dan melaksanakan 
berbagai program yang mendukung kegiatan sosialisasi. Program-program ini 
bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lebih terarah dan efektif kepada 
masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Melalui 
berbagai bentuk kegiatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, KPU berupaya 
memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama 
terhadap informasi kepemiluan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa KPU 
Kabupaten Bengkalis telah berupaya menyusun berbagai program sosialisasi yang 
bertujuan menjangkau semua lapisan masyarakat. Program-program seperti KPU 
Goes to School dan KPU Goes to Campus memang tampak berjalan secara aktif, 
terutama di sekolah dan perguruan tinggi. Peneliti mengamati bahwa kegiatan ini 
disambut baik oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, serta mampu memberikan 
pemahaman secara langsung kepada pemilih pemula mengenai pentingnya peran 
mereka dalam pemilu. Selain itu, peneliti juga mengamati keberadaan beberapa 
kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat umum dan kelompok marjinal, 
meskipun belum terlaksana secara merata di semua wilayah. Di beberapa lokasi, 
terdapat papan informasi atau spanduk yang menandakan adanya kegiatan 
sosialisasi. Namun demikian, tidak semua masyarakat mengetahui atau mengikuti 
kegiatan tersebut secara langsung. Hal ini diperkuat dengan temuan dari wawancara 
masyarakat yang menyatakan belum pernah mengetahui secara pasti keberadaan 
program sosialisasi KPU di lingkungannya. Informasi yang mereka peroleh 
cenderung terbatas pada media sosial atau percakapan informal, yang tidak 
mencerminkan keterlibatan langsung dalam program resmi KPU. 95 Dengan 
demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun KPU Kabupaten Bengkalis 
telah merancang program-program sosialisasi yang baik dan menyasar berbagai 
kelompok, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal jangkauan, 
distribusi informasi, dan keikutsertaan masyarakat. Perlu adanya penguatan strategi 
lapangan, khususnya di tingkat komunitas dan lingkungan tempat tinggal, agar 
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program-program sosialisasi dapat lebih dikenal dan diikuti oleh masyarakat secara 
menyeluruh.  

b. Jaminan Keberhasilan Program Kebijakan Sosialisasi  

Dalam setiap pelaksanaan program sosialisasi, keberhasilan tidak hanya 
ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh adanya jaminan bahwa 
program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. KPU Kabupaten 
Bengkalis sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa kebijakan dan strategi sosialisasi yang diterapkan benarbenar 
efektif dan berdampak nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk 
melihat sejauh mana KPU menjamin keberhasilan program sosialisasi, baik melalui 
evaluasi internal, partisipasi masyarakat, maupun penguatan koordinasi dengan 
berbagai pihak terkait.  

Namun, observasi juga menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat 
dapat mengakses atau memahami informasi tersebut secara optimal. Hal ini 
terutama terjadi di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, berusia 
lanjut, atau memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Selain itu, observasi 
juga memperlihatkan adanya kendala dalam bentuk ketidaksesuaian kebijakan teknis 
dengan realitas sosial. Misalnya, meskipun hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari 
libur nasional, beberapa pekerja sektor swasta tetap harus bekerja, yang berdampak 
pada partisipasi mereka dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan teknis yang 
telah dirancang dengan 99 baik belum tentu memberikan hasil maksimal tanpa 
dukungan dari lingkungan sosial dan kelembagaan lain di luar KPU. Dari observasi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sosialisasi tidak hanya 
ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga sejauh mana kebijakan 
tersebut dipahami, diakses, dan dapat dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
keberlanjutan sosialisasi, penyederhanaan informasi, dan kerja sama lintas sektor 
menjadi penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan KPU di tingkat 
masyarakat.  

c. Penanganan Isu Negative Yang Beredar Menjelang Pemilu  

Menjelang pelaksanaan pemilu, berbagai isu negatif, misinformasi, hingga 
berita bohong (hoaks) kerap bermunculan di tengah masyarakat. Isu-isu tersebut 
dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan bahkan 
mengganggu stabilitas partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penting bagi KPU sebagai 
penyelenggara pemilu untuk memiliki langkah-langkah strategis dalam menangani 
dan meredam penyebaran informasi yang tidak benar. Penanganan yang cepat, 
tepat, dan transparan menjadi kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan 
pemilu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPU.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, penyebaran informasi menjelang 
pemilu di Kabupaten Bengkalis telah dilakukan melalui berbagai media dan metode, 
terutama dalam bentuk sosialisasi langsung maupun melalui digital seperti media 
sosial. KPU Kabupaten Bengkalis tampak berusaha menangkal isu negatif dan 
hoaks dengan pendekatan edukatif, yaitu menyampaikan informasi pemilu yang 
faktual, tidak provokatif, serta bersifat menenangkan dan membangun kepercayaan. 
Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa upaya tersebut belum 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di beberapa lingkungan, 
terutama wilayah perdesaan atau pinggiran kota, informasi mengenai pemilu dinilai 
masih terbatas. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu warga yang merasa 
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bahwa KPU belum sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi, seperti jadwal 
kampanye atau daftar calon, sehingga menimbulkan kebingungan bahkan 
ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Kurangnya kehadiran langsung dari 
penyelenggara pemilu di tingkat komunitas menjadi salah satu penyebab informasi 
yang benar tidak tersampaikan dengan baik. Situasi ini berpotensi menjadi celah 
munculnya isu-isu negatif atau persepsi keliru di tengah masyarakat. Dari observasi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU telah menjalankan langkah-
langkah sosialisasi yang bertujuan menangkal hoaks dan membangun partisipasi, 
keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pendekatan tersebut 
dilakukan secara langsung dan merata. Sosialisasi digital memang menjangkau 
banyak orang, tetapi masih perlu diimbangi dengan komunikasi tatap muka untuk 
menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan dipercaya oleh semua kalangan.  

 
B. Faktor Penghambat Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten 
Bengkalis Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis telah berupaya 
menjalankan berbagai strategi dan program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi 
pemilih, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan-
hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian informasi kepemiluan dan 
menurunkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat 
peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024, yaitu sebagai 
berikut:  

1. Kendala Geografis Wilayah dan Terbatasnya Jangkauan Sosialisasi Kabupaten 

Bengkalis memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan, sehingga 

menyulitkan KPU menjangkau seluruh masyarakat secara langsung. Kegiatan 

sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial, yang tidak sepenuhnya 

dapat diakses oleh semua kalangan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.  

2. Rendahnya Akses Informasi dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilu Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui informasi 

dasar seperti daftar calon, jadwal kampanye, atau prosedur pencoblosan. Hal ini 

disebabkan kurangnya sosialisasi langsung dan minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap kebijakan teknis KPU, terutama bagi mereka yang tidak akrab dengan 

teknologi. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Peran 
Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 
di Kabupaten Bengkalis, yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Berdsarkan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan 

partisipasi pemilih telah dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik melalui 

pendekatan langsung kepada masyarakat maupun media digital. Dalam menjalankan 

peranannya KPU menyelenggarakan berbagai program sosialisasi seperti sosialisasi 

pemilu, pendidikan pemilih pemula, pawai demokrasi, serta menyasarkan pada 

kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, petani, nelayan, dan warga binaan 
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di lapas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, 

menumbuhkan semangat partisipasi, dan memperluas pengetahuan masyarakat 

terkait hak dan kewajiban dalm pemilu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KPU 

Kabupaten Bengkalis telah menjalankan fungsinya sesuai dengan mandate undang-

undang yang berlaku khususnya dalam hal pendidikan politik masyarakat dan 

peningkatan partisipasi pemilih. Namun, pelaksanaan program-program tersebut 

masih belum merata ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten 89 Bengkalis, 

sehingga belum mampu menjangkau seluruh segmen pemilih secara efektif.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bengkalis dalam 

meningkatkan partisipasi pemiilh dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 

hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber 

daya manusia, yang menyebabkan terbatasnya jangkauan sosialisasi. Sementara itu 

hamabatan eksternal rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, sikap apatis 

terhadap pemilu, serta persepsi negatif terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak 

berdampak langsung pada kesejahtraan masyarakat. Selain itu, terdapat pula 

kendala teknis seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 

tidak menerima surat pemberitahuan memilih, serta kurangnya informasi tentang 

calon legislatif dan prosedur teknis pemilu 
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